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Konsep Dasar Ilmu Politik

A. Pendahuluan

Ilmu Politik adalah disiplin ilmu sosial yang mempelajari
proses, struktur, dan aktivitas yang terkait dengan pengambilan
keputusan dalam masyarakat. Secara khusus, ilmu politik menyelidiki
distribusi kekuasaan, hubungan antar individu dan kelompok, serta
institusi yang membentuk pemerintahan dan sistem politik. Tujuan
utama ilmu politik adalah memahami fenomena politik,
merumuskan teori-teori yang menjelaskan gejala tersebut, dan
memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara
pengelolaan kehidupan politik.



Lingkup Ilmu Politik

Adapun ruang lingkup ilmu politik adalah sebagai berikut:

(Ilham e# al., 2023); (Mustanir, Ibrahim, ¢f a/., 2023); (Amane, Zaman,
et al., 2023); (Luturmas ez al., 2023)

Negara dan Pemerintahan. Mempelajari berbagai bentuk
pemerintahan, struktur negara, dan dinamika kekuasaan di tingkat
nasional.

Kekuasaan dan Politik. Analisis kekuasaan dalam konteks sosial
dan politik, termasuk bagaimana kekuasaan didistribusikan dan
digunakan.

Teori Politik. Pengembangan dan penerapan teori-teori untuk
memahami berbagai fenomena politik, seperti liberalisme,
konservatisme, sosialisme, dan teori-teori kontemporer.
Hubungan Internasional. Memahami dinamika antarnegara,
diplomasi, konflik internasional, dan organisasi internasional.
Partisipasi Polittk. Mempelajari berbagai bentuk partisipasi
politik, seperti pemilu, gerakan sosial, dan aktivisme politik.
Kebijakan Publik. Analisis pembuatan kebijakan, implementasi
kebijakan, dan dampak kebijakan pada masyarakat.

Sistem Politik Perbandingan. Membandingkan sistem politik dari
berbagai negara untuk mengidentifikasi pola dan perbedaan
dalam organisasi politik.

Etika Polittk. Mempertimbangkan aspek-aspek etis dalam
pengambilan keputusan politik dan perilaku politik.

Metode Penelitian Politik. Menyediakan kerangka kerja dan alat
untuk melakukan penelitian ilmu politik, termasuk metode
kualitatif dan kuantitatif.

Isu-Isu Kontemporer. Mempelajari isu-isu politik yang sedang
berlangsung, seperti perubahan iklim, globalisasi, dan konflik
regional.

Penerapan Ilmu Politik. Menerapkan konsep-konsep ilmu politik
dalam konteks praktis, seperti peran ilmu politik dalam
pembangunan masyarakat dan analisis kebijakan.



e Aktivisme Politik. Memahami peran aktivisme politik dalam
mengubah kebijakan dan masyarakat.

Lingkup ilmu politik sangat luas dan mencakup berbagai aspek
kehidupan politik, mulai dari tingkat lokal hingga tingkat global.
Ilmu politik bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam
tentang dinamika politkk dan memberikan kontribusi untuk
perbaikan dan pemahaman lebih baik tentang tata kelola politik.

Objek Kajian Ilmu Politik

Objek kajian ilmu politik mencakup berbagai aspek kehidupan
politik dan institusi yang terlibat dalam pengambilan keputusan.
Berikut adalah beberapa objek kajian utama dalam ilmu politik:
(Fajar Setyaning Dwi Putra ez a/, 2022); (Ramadhani ef al., 2022);
(Amane, Razak, ¢f al., 2023); (Mustanir, Sutiyan, e/ al., 2023); (Fadli ez
al., 2023); (Amane, Lopulalan, ez a/., 2023)

e Negara. Struktur dan fungsi negara sebagai entitas politik yang
memiliki pemerintahan, hukum, dan kekuasaan untuk mengatur
masyarakat.

e Pemerintahan. Studi tentang lembaga-lembaga pemerintahan,
proses pembuatan kebijakan, dan pelaksanaan keputusan politik.

e Kekuasaan. Analisis distribusi kekuasaan di dalam masyarakat
dan bagaimana kekuasaan tersebut digunakan atau disalurkan.

e Sistem Politik. Struktur dan fungsi dari sistem politik, termasuk
hubungan antara berbagai lembaga dan aktor politik.

e Partai Polittk. Organisasi polittk yang bersaing untuk
memenangkan dukungan publik dan memegang kekuasaan
politik.

e Pemilu dan Sistem Pemilihan. Proses demokratis untuk memilih
perwakilan politik dan sistem pemilihan yang digunakan dalam
suatu negara.

e Hubungan Internasional. Studi tentang hubungan antarnegara,
diplomasi, organisasi internasional, dan konflik internasional.



e Kebijakan Publik. Analisis kebijakan pemerintah, termasuk
proses pembuatan kebijakan, implementasi, dan dampaknya pada
masyarakat.

e Partisipasi Politik. Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam
kehidupan politik, termasuk pemilu, demonstrasi, dan aktivitas
politik lainnya.

e Konflik Politik. Studi tentang konflik politik, termasuk perang,
pemberontakan, dan ketegangan politik antar-grup.

e Hak Asasi Manusia. Penelitian tentang perlindungan dan
pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks politik.

e Teori Politik. Pengembangan dan aplikasi teori-teori politik untuk
memahami fenomena politik.

e Sistem Politik Perbandingan. Perbandingan sistem politik dari
berbagai negara untuk mengidentifikasi pola dan perbedaan
dalam organisasi politik.

e Media dan Politik. Hubungan antara media massa dan politik,
termasuk bagaimana media memengaruhi opini publik dan proses
politik.

e Sosiologi Politik. Analisis hubungan antara struktur sosial dan
kehidupan politik, termasuk peran kelas sosial, ras, dan jenis
kelamin dalam politik.

Objek kajian ilmu politik mencerminkan keragaman topik dan
masalah yang melibatkan aspek-aspek politik dalam masyarakat.
Dengan memahami objek kajian ini, ilmu politik dapat memberikan
wawasan yang mendalam tentang bagaimana kehidupan politik
membentuk dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

B. Kebijakan Publik

Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merujuk pada suatu tindakan atau rangkaian
tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan
masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan



publik dapat melibatkan pengesahan undang-undang, peraturan,
program-program pemerintah, dan keputusan lainnya yang
mempengaruhi tata kelola dan kehidupan masyarakat. Kebijakan
publik sering kali melibatkan alokasi sumber daya dan merumuskan
langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mencapai hasil yang
diinginkan, (Bormasa ez al., 2023); (Alaslan ¢z al., 2023); (Hendrayady
¢t al., 2023); (Amane, Bagenda, ¢z al., 2023a).

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan publik tidak hanya
mencakup tindakan positif pemerintah, tetapi juga kebijakan yang
melibatkan penolakan atau pengurangan dalam suatu bidang
tertentu. Definisi kebijakan publik dapat melibatkan berbagai aktor,
termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta,
tergantung pada konteks dan jenis kebijakan yang dibahas.

Kebijakan publik dapat mencakup berbagai bidang, termasuk
ckonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, keamanan, dan banyak
lagi. Selain itu, kebijakan publik dapat dibuat dan diimplementasikan
di tingkat lokal, nasional, atau bahkan internasional, tergantung pada
ruang lingkup dan dampaknya.

Dalam proses pembuatannya, kebijakan publik melibatkan
analisis masalah, identifikasi solusi yang mungkin, pertimbangan
dampak, dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Implementasi kebijakan sering kali diikuti oleh evaluasi untuk
mengevaluasi efektivitasnya dan, jika perlu, melakukan penyesuaian
atau perubahan, (Amane ¢f al., 2023).

Dengan demikian, definisi kebijakan publik mencakup
tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga-lembaga terkait
untuk mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat guna
mencapal tujuan tertentu atau mengatasi masalah tertentu yang
dihadapi oleh masyarakat.

Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik mencakup serangkaian langkah-
langkah yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan dari



perumusan ide hingga implementasi dan evaluasi. Berikut adalah

langkah-langkah umum dalam proses kebijakan publik: (Guampe,
Kundhani, ef al, 2023); (Luturmas e al., 2023); (Amane, Bagenda, ez
al., 2023b); (Zahati et al., 2023); (Subagiyo ez al., 2023); (Sembiring ez
al., 2023); (Hasan ef al., 2023)

Perumusan Agenda. Tahap awal proses kebijakan adalah
menetapkan agenda, yaitu mengidentifikasi masalah atau isu
tertentu yang memerlukan perhatian dan tindakan. Agenda ini
bisa muncul dari berbagai sumber, seperti tekanan masyarakat,
masalah yang mendesak, atau janji kampanye.

Analisis Kebutuhan dan Perumusan Masalah. Setelah agenda
ditetapkan, dilakukan analisis kebutuhan dan perumusan masalah
untuk memahami akar penyebab dan dampak dari isu yang
diidentifikasi. ILangkah ini melibatkan pengumpulan data,
penelitian, dan konsultasi dengan para ahli dan pemangku
kepentingan.

Perumusan Kebijakan. Pada tahap ini, pemerintah atau lembaga
terkait merumuskan opsi kebijakan yang mungkin untuk
mengatasi masalah atau mencapai tujuan yang diinginkan. Ini
melibatkan penelitian mendalam, perbandingan dengan praktik
internasional atau lokal lainnya, dan pembahasan dengan para
ahli.

Adopsi Kebijakan. Setelah opsi kebijakan dirumuskan, langkah
berikutnya adalah adopsi kebijakan oleh lembaga pemerintah
yang berwenang. Proses ini melibatkan pembahasan, negosiasi,
dan pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan atau
legislator.

Implementasi. Implementasi kebijakan melibatkan konversi
rencana kebijakan menjadi tindakan nyata. Ini bisa melibatkan
lembaga-lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, atau
sektor swasta, tergantung pada sifat kebijakan dan tujuan yang
ingin dicapai.

Evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauh mana
kebijakan tersebut mencapai tujuannya dan apakah ada dampak



yang tidak diinginkan. Evaluasi melibatkan pengumpulan data,
analisis, dan umpan balik dari pemangku kepentingan.

e Penyesuaian dan Revisi. Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan
dapat  disesuatkan atau direvisi untuk  meningkatkan
efektivitasnya. Proses ini dapat melibatkan perubahan dalam
implementasi, anggaran, atau bahkan perubahan kebijakan secara
keseluruhan.

e Pengakhiran. Jika kebijakan tidak lagi relevan atau tidak efektif,
atau jika tujuan telah tercapai, kebijakan dapat diakhiri atau ditarik
kembali. Pengakhiran kebijakan juga dapat terjadi jika ada
perubahan dalam prioritas politik atau perubahan kondisi
eksternal.

Proses kebijakan publik bersifat dinamis dan dapat
terpengaruh oleh berbagai faktor, termasuk perubahan politik,
tekanan masyarakat, dan kondisi ekonomi. Tahap-tahap tersebut
tidak selalu linier dan dapat melibatkan iterasi atau siklus yang terus
berulang seiring berjalannya waktu.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap kritis dalam siklus
kebijakan publik di mana rencana dan keputusan yang diambil pada
tahap perumusan dan adopsi diwujudkan menjadi tindakan konkret.
Proses implementasi mencakup berbagai langkah yang melibatkan
lembaga-lembaga, individu, dan sumber daya yang diperlukan untuk
mewujudkan kebijakan tersebut. Berikut adalah beberapa aspek
penting dalam implementasi kebijakan:  (Tachjan, 20006);
(Tautiqurakhman, 2014); (Sahya Anggara, 2018); (Baharuddin ef 4/,
2023); (Hasan e# al., 2023)

e Rencana Implementasi. Pembuatan rencana implementasi yang
rinci adalah langkah awal. Ini mencakup penetapan tujuan
spesifik, sumber daya yang dibutuhkan, jadwal waktu, dan strategi
pelaksanaan.

e Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab. Menetapkan tanggung
jawab kepada berbagai lembaga, kelompok, atau individu yang



terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Ini termasuk definisi peran
dan tanggung jawab masing-masing pihak.

e Koordinasi Antara Pihak-Pihak yang Terlibat. Memastikan
koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam
implementasi, baik itu lembaga pemerintah, sektor swasta, atau
organisasi non-pemerintah. Koordinasi yang baik diperlukan
untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan efisiensi.

e Sumber Daya dan Anggaran. Memastikan tersedianya sumber
daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Ini
melibatkan alokasi anggaran, personel, infrastruktur, dan sumber
daya lainnya sesuai dengan rencana implementasi.

e Komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam
memastikan pemahaman yang baik tentang kebijakan di kalangan
pihak-pihak yang terlibat. Ini mencakup informasi tentang tujuan
kebijakan, peran masing-masing pihak, dan dampak yang
diharapkan.

e Pendidikan dan Pelatihan. Melibatkan pelatithan dan pendidikan
bagi mereka yang terlibat dalam implementasi untuk memastikan
bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang
diperlukan.

e Pengawasan dan Pengendalian. Menetapkan mekanisme
pengawasan dan pengendalian untuk memantau kemajuan
implementasi, mengidentifikasi  potensi  masalah, dan
memberikan perbaikan jika diperlukan.

e Evaluasi Sementara. Melakukan evaluasi sementara selama
pelaksanaan untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai
rencana dan, jika diperlukan, melakukan penyesuaian sepanjang
jalan.

e Penyesuaian dan Perubahan. Membuka kemungkinan untuk
melakukan penyesuaian atau perubahan dalam implementasi jika
terdapat hambatan atau masalah yang muncul selama proses.

e Evaluasi Akhir. Melakukan evaluasi akhir setelah implementasi
selesai untuk menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuannya



dan apakah ada perubahan yang diperlukan pada tahap
berikutnya.

Implementasi kebijakan merupakan fase yang kompleks dan
dapat melibatkan berbagai tantangan. Keberhasilan implementasi
sering kali bergantung pada kerja sama antara pihak-pihak yang
terlibat, alokasi sumber daya yang memadai, dan adaptabilitas dalam
menghadapi perubahan kondisi atau masalah yang muncul selama
pelaksanaan.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi  kebijakan adalah  proses sistematik untuk
mengevaluasi dampak, keefektifan, dan efisiensi kebijakan publik.
Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut
mencapal tujuannya, apakah ada dampak yang tidak diinginkan, dan
bagaimana pelaksanaannya dapat ditingkatkan. Berikut adalah
langkah-langkah umum dalam proses evaluasi kebijakan:
(Salampessy, Suhariyanto, ez al., 2023); (Amane, Syaickhu, ¢ a/., 2023)
e Penetapan Kriteria Evaluasi. Menetapkan kriteria atau standar

untuk menilai kebijakan. Kriteria ini dapat mencakup aspek-aspek
seperti efektivitas, efisiensi, keadilan, dan dampak sosial atau
lingkungan.

e Pengumpulan Data. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk
mengevaluasi kebijakan. Ini dapat melibatkan survei, wawancara,
analisis statistik, dan sumber data lainnya sesuai dengan kriteria
evaluasi yang telah ditetapkan.

e Analisis Data. Menganalisis data untuk menilai sejauh mana
kebijakan mencapai tujuannya dan untuk mengidentifikasi faktor-
taktor yang mempengaruhi hasilnya.

e Penilaian Dampak. Menilai dampak kebijakan baik secara positif
maupun negatif. Ini mencakup dampak langsung dan tidak
langsung, serta dampak yang mungkin tidak diantisipasi pada
awalnya.



e [Dfektivitas dan Efisiensi. Mengevaluasi efektivitas kebijakan
dalam mencapai tujuannya dan efisiensi dalam penggunaan
sumber daya. Hal ini dapat mencakup pertimbangan tentang
alternatif kebijakan yang mungkin lebih efektif atau efisien.

e Analisis Kecukupan. Menganalisis sejauh mana kebijakan
tersebut memadai dalam mengatasi masalah atau isu yang
dihadapi. Hal ini melibatkan evaluasi apakah kebijakan tersebut
sesuai dengan tujuannya atau apakah perubahan atau penyesuaian
diperlukan.

e Keadilan dan Kesetaraan. Mengevaluasi sejauh mana kebijakan
tersebut adil dan setara dalam dampaknya pada berbagai
kelompok masyarakat. Ini melibatkan pertimbangan tentang
distribusi manfaat dan beban kebijakan.

e Umpan Balik dari Pemangku Kepentingan. Memperoleh umpan
balik dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam
atau terpengaruh oleh kebijakan. Pendapat dan pengalaman
mereka dapat memberikan wawasan berharga tentang
keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

e Reckomendasi untuk Perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi,
menyusun rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan
kebijakan. Ini dapat mencakup perubahan dalam desain
kebijakan, proses implementasi, atau perubahan pada tingkat
regulasi.

e Pelaporan dan Komunikasi Hasil. Menyusun laporan evaluasi
yang menyajikan temuan, analisis, dan rekomendasi secara jelas
dan mudah dipahami. Komunikasi hasil evaluasi kepada
pemangku  kepentingan adalah langkah penting untuk
memastikan penggunaan hasil evaluasi dalam pengambilan
keputusan.

Proses evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan setelah
kebijakan diterapkan, tetapi juga dapat dilakukan secara berkala
selama siklus kebijakan untuk memantau dan menyesuaikan
implementasi sesuai kebutuhan. Evaluasi yang baik memberikan



dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan
perbaikan dalam perumusan dan implementasi kebijakan di masa

depan.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah proses penyelidikan, penelitian, dan
evaluasi suatu kebijakan untuk memahami dampak, efektivitas, dan
konsekuensinya. Tujuannya adalah menyediakan dasar pengetahuan
yang mendalam untuk membantu pembuat kebijakan membuat
keputusan yang informasional dan rasional. Berikut adalah langkah-
langkah umum dalam proses analisis kebijakan: (Salampessy,
Supriyanto, ez al., 2023); (Guampe, Rosidah, ez a/., 2023); (Mustanir,
Yuyun Alfasius Tobondo, ¢/ al., 2023); (Subagiyo e# al., 2023)

e Identifikasi dan Perumusan Masalah. Mengidentifikasi masalah
atau isu yang perlu diatasi dengan kebijakan. Perumusan masalah
melibatkan analisis mendalam tentang akar penyebab dan
dampak masalah tersebut.

e Penentuan Tujuan Kebijakan. Menetapkan tujuan yang jelas dan
terukur untuk kebijakan. Tujuan ini harus terkait erat dengan
perumusan masalah dan memberikan arah untuk penilaian
keberhasilan kebijakan.

e Pengumpulan Data. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk
analisis. Data dapat mencakup informasi statistik, tinjauan
literatur, wawancara, dan data kualitatif atau kuantitatif lainnya
yang relevan.

e Analisis Dampak. Menganalisis dampak kebijakan, baik dampak
yang diharapkan maupun yang tidak diinginkan. Hal ini
melibatkan pertimbangan tentang dampak ekonomi, sosial,
lingkungan, dan politik dari implementasi kebijakan.

e Analisis Keberlanjutan. Menilai keberlanjutan kebijakan dalam
jangka panjang. Ini mencakup analisis tentang apakah kebijakan
dapat mempertahankan dampak positiftnya dan meminimalkan
dampak negatif dalam jangka waktu yang lebih lama.



e Analisis Alternatif. Mempertimbangkan alternatif-alternatif
kebijakan yang mungkin. Ini dapat mencakup evaluasi kebijakan
yang berbeda atau skenario yang mungkin mencapai tujuan yang
sama dengan cara yang lebih efisien atau efektif.

e Analisis Kebijakan Komparatif. Membandingkan kebijakan yang
diusulkan dengan kebijakan serupa di tingkat lokal, nasional, atau
internasional. Hal ini dapat memberikan pandangan tentang
praktik terbaik dan dampak yang mungkin diantisipasi.

e Analisis Keberhasilan dan Kegagalan. Menilai keberhasilan dan
kegagalan kebijakan yang ada. Identifikasi elemen-elemen yang
berkontribusi pada  keberhasilan atau kegagalan  dapat
memberikan wawasan yang berharga untuk perumusan kebijakan
baru.

e Analisis Keuangan dan Anggaran. Menganalisis implikasi
keuangan dan anggaran dari kebijakan. Ini mencakup
pertimbangan tentang sumber daya yang diperlukan untuk
implementasi dan apakah sumber daya tersebut dapat
dialokasikan dengan efisien.

e Analisis Risiko. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko
yang terkait dengan implementasi kebijakan. Ini termasuk risiko
politik, ekonomi, dan sosial yang mungkin mempengaruhi
keberhasilan kebijakan.

e Pembuatan Model atau Simulasi. Penggunaan model atau
simulasi untuk memprediksi dampak kebijakan di masa depan. Ini
dapat membantu dalam merencanakan dan memproyeksikan
konsekuensi kebijakan dalam jangka panjang.

e Penyusunan Laporan Analisis Kebijakan. Menyusun laporan yang
merinci temuan dan hasil analisis kebijakan. Laporan ini harus
disusun dengan jelas dan dapat dipahami, dan mencakup
rekomendasi untuk perbaikan atau perubahan kebijakan.

Analisis kebijakan adalah alat yang sangat penting dalam
mendukung proses perumusan kebijakan yang efektif dan



berkelanjutan. Hasil analisis yang baik dapat memberikan dasar yang
kuat untuk pembuatan keputusan yang informasional dan efektif.
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Gab (5

Infrastruktur Politik

Oleh Opan Ahmad Solihin

A. Infrastruktur Politik di Indonesia

Sistem politik Indonesia didasarkan pada UUD 1945 dan
prinsip demokrasi. Pemilihan umum yang bersifat terbuka dan
kompetitif menjadi elemen kunci dalam menjalankan sistem politik
ini. Selain itu, prinsip otonomi daerah juga menjadi fitur penting
untuk memberikan kekuatan dan tanggung jawab kepada tingkat
pemerintahan yang lebih lokal. Sistem politik Indonesia diartikan
sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara
Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk

proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan,
pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
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Infrastruktur politik di Indonesia merupakan badan atau
lembaga yang ada di dalam masyarakat, seperti contoh partai politik
(parpol), organisasi masyarakat (ormas), media massa, tokoh politik,
dan pranata politik lainnya. Dengan demikian, infrastruktur politik
memiliki fungsi sebagai penyalur aspirasi dalam masyarakat.
Partisipasi masyarakat kemudian diharapkan semua keputusan
pemerintah sesuai dengan kehendak rakyat. Infrastruktur Politik
menurut para ahli dijelaskan sebagai berikut :

e Almond dan Coleman
Menurut A/mond dan Coleman, infrastruktur politik adalah struktur
politik masyarakat atau rakyat, suasana kehidupan politik
masyarakat/rakyat (political infrastructures subsets, socio-
political sphere).

e Sri Soemarni
Pakar dalam negeri Sri Soemantri mendefinisikan sistem politik
sebagai lembaga yang memiliki keterkaitan hubungan antara
manusia yang ada dengan berbagai macam badan politik, baik
suprastratuktur politik dan infrastruktur politik.

e | Made Subawa
Pakar hukum dalam negeri lainnya yaitu I Made Subawa dalam
buku yang berjudul “Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD
1945” menjelaskan jika hak berserikat merupakan HAM yang
diklasifikasikan sebagai hak polittk dan menjadi dasar bagi
terbentuknya pembentukan infrastruktur politik dalam negara.
Kemudian infrastruktur politik dijelaskan sebagai lembaga atau
organ di luar pemerintahan dan dibentuk oleh masyarakat, yang
keberadaannya turut serta terkait dengan penyelenggaraan
kekuasaan negara oleh lembaga negara.

Infrastruktur politik merupakan kekuatan yang berada dalam
masyarakat (Wisnu Mahendra: 2020). Dalam imu politik,
infrastruktur politik menjadi suatu set struktur yang menggabungkan
antara satu dengan yang lain. Kemudian membentuk satu rangkaian
yang membantu berdirinya keseluruhan = struktur tertentu.
Infrastruktur politik memiliki tujuan utama untuk menyalurkan
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aspirasi serta kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintah negara. Dalam proses bernegara, infrastruktur politik
memiliki peran penting sebagai lembaga untuk memberikan berbagai
masukan kepada penguasa.

Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan
kebutuhan yang diperlukan di bidang politik, dalam rangka
pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan bentuk dan proses
pemerintahan negara. Berdasarkan teori politik, infrastruktur politik
mencakup 5 (lima) unsur yaitu partai politik (political party), kelompok
kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure gronp), media
komunikasi politik (political commmunication media), dan tokoh politik

(political figure).

B. Sistem Demokrasi di Indonesia

Demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi. Definisi demokrasi menurut para ahli adalah :

o _Abrabam Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

e Sidney Hook mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk
pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang
penting, baik secara langsung atau tidak langsung, didasarkan
pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari
rakyat dewasa.

o Koentjoro Poerbopranoto dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi
menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem yang mendorong
rakyat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan
negara.

e Harris Soche dalam Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di
Indonesia menerangkan bahwa demokrasi adalah bentuk
pemerintahan rakyat, dan karenanya kekuasaan pemerintah
melekat pada diri rakyat, diri orang banyak; dan merupakan hak
bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan,
dan melindungi dirinya dari paksaan dan perkosaan orang lain
atau badan yang diserahi untuk memerintah.
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Indonesia merupakan negara demokrasi. Sehubungan dengan

perkembangannya, Dwi Sulisworo dkk. membagi demokrasi

Indonesia ke dalam empat masa, yakin sebagai berikut :

Masa pertama: Demokrasi Konstitusional (1945--1950). Di masa
ini, peranan parlemen dan partai sangatlah menonjol.

Masa kedua: Demokrasi Terpimpin (1959--1965). Mulainya masa
ini ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden. Dalam
praktiknya, masa ini berakhir dengan peristiwa G30S pada 30
September 1965.

Masa ketiga: Demokrasi Pancasila (1965--1998). Secara garis
besar, masa ini menggunakan landasan demokrasi konstitusional
yang menonjolkan sistem presidensial.

Masa keempat: Demokrasi Pascareformasi (1998--saat ini).
Cenderung mengalami banyak perubahan. Partai politik baru
bermunculan, pemilihan umum pun dilaksanakan secara langsung
dan rutin.

Sistem demokrasi di Indonesia didasarkan pada Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945). Indonesia menerapkan sistem demokrasi republik, di mana

kekuasaan berada di tangan rakyat dan diwakili oleh wakil-wakil yang

dipilih secara langsung. Berikut adalah beberapa poin utama tentang

sistem demokrasi di Indonesia:

Presidensial: Indonesia memiliki sistem presidensial, di mana
presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden
dipilih secara langsung oleh rakyat dan dapat menjabat maksimal
dua periode.

Pemilihan Umum (Pemilu): Pemilu diadakan secara berkala untuk
memilih wakil-wakil rakyat di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat),
DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan presiden. Pemilihan
presiden dan wakil presiden dilakukan dalam satu paket.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): DPR adalah lembaga legislatif
yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi
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pemerintah. Anggota DPR dipilih oleh rakyat dalam pemilihan
umum.

e Dewan Perwakilan Daerah (DPD): DPD adalah lembaga
perwakilan daerah yang bertugas membahas isu-isu daerah.
Anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat di tingkat
provinsi.

e Sistem Multi-Partai: Indonesia memiliki sistem multi-partai, yang
berarti terdapat banyak partai politik yang dapat berpartisipasi
dalam pemilu. Pemilu legislatif dan presiden di Indonesia
menggunakan sistem proporsional.

e Prinsip Kepemimpinan dan Keterbukaan: Sistem demokrasi di
Indonesia menekankan pada prinsip-prinsip kepemimpinan yang
baik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Prinsip ini
diamanatkan dalam UUD 1945.

Meskipun Indonesia telah berhasil menjalankan sistem
demokrasi sejak reformasi pada tahun 1998, tetapi seperti di negara-
negara lain, ada juga tantangan dan permasalahan yang terus
dihadapi, seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan tantangan dalam
mengelola keragaman budaya dan agama. Proses demokrasi adalah
suatu perjalanan yang terus berlanjut, dan perubahan dan perbaikan
terus dikejar untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Sistem Partai Politik di Indonesia

Sistem partai politik di Indonesia bersifat multi-partai, artinya
ada banyak partai politik yang berpartisipasi dalam proses politik dan
pemilihan umum. Konsep dari multi-partai adalah ada banyak partai
politik yang aktif di Indonesia. Pemilu umum biasanya melibatkan
lebih dari sepuluh partai politik yang bersaing untuk mendapatkan
kursi di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan
Perwakilan Daerah). Selain partai politik nasional, ada juga partai-
partai lokal yang berfokus pada isu-isu daerah atau etnis tertentu.
Pada tingkat daerah, terdapat partai-partai yang berkembang di
tingkat provinsi atau kabupaten/kota dengan platform dan tujuan
yang lebih spesifik.
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Sistem Pemilu Proporsional: Pemilu legislatif di Indonesia
menggunakan sistem proporsional. Ini berarti bahwa kursi di DPR
dan DPD didistribusikan berdasarkan persentase suara yang
diperoleh oleh masing-masing partai. Dengan demikian, partai-
partai yang mendapatkan suara lebih tinggi akan mendapatkan lebih
banyak kursi. Didalam sistem kepartaian di Indonesia banyak
ditemukan berbagai macam koalisi dari partai. Dalam beberapa
kasus, partai politik dapat membentuk koalisi untuk mengamankan
mayoritas di DPR atau di tingkat daerah. Koalisi ini kemudian dapat
membentuk pemerintahan dan memilih presiden.

Pemilihan presiden di Indonesia juga melibatkan partai-partai
politik. Namun, untuk dapat mencalonkan presiden, partai atau
koalisi partai harus memenuhi syarat tertentu, seperti memperoleh
jumlah kursi tertentu di DPR atau dukungan sejumlah provinsi.
Partai politik di Indonesia harus terus memperoleh dukungan dari
masyarakat. Dukungan ini diperoleh melalui kampanye politik,
program-partai yang jelas, dan kinerja anggota partai di DPR atau
lembaga legislatif lainnya.

Partai politik di Indonesia juga tunduk pada regulasi dan
kewajiban hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka harus
mematuhi peraturan terkait pendanaan kampanye, kepemilikan
partai, dan aturan-aturan lainnya. Sistem partai politik di Indonesia
adalah bagian integral dari sistem demokrasi dan memainkan peran
penting dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat
nasional dan daerah.

Konstitusi Indonesia

Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 adalah
hukum dasar tertinggi yang mengatur dasar-dasar negara, kedudukan
pemerintahan, dan hak-hak rakyat di Indonesia. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun sebagai hasil
perjuangan kemerdekaan Indonesia dan diundangkan pada tanggal
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18 Agustus 1945. UUD 1945 telah mengalami beberapa perubahan,
terutama melalui Amandemen UUD 1945.

Sejak tahun 1999, UUD 1945 telah mengalami beberapa kali
amandemen. Proses amandemen ini dilakukan untuk menyesuaikan
dengan perkembangan zaman, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan
negara. Amandemen dilakukan melalui proses yang melibatkan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memerlukan persetujuan dari
paling sedikit dua pertiga anggota DPR. UUD 1945 mengandung
ketentuan-ketentuan pokok, termasuk hak asasi manusia, bentuk
negara (republik), kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan antara
lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), serta
berbagai hal yang mendasar terkait dengan pemerintahan dan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian UUD 1945
menetapkan prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif,
legislatif, dan yudikatif. Setiap lembaga memiliki fungsi dan
wewenang masing-masing untuk mencegah penyalahgunaan
kekuasaan.

Konstitusi Indonesia pun menjamin hak asasi manusia sebagai
bagian integral dari norma-norma dasar. HAM termaktub dalam Bab
XA UUD 1945 dan memiliki peran penting dalam menjaga keadilan,
kesejahteraan, dan martabat manusia. Dalam proses berjalannya
sebuah negara, Indonesia memiliki prinsip yang tertuang dalam
konstitusi juga, prinsip ini dikenal Prinsip "Bhinneka Tunggal Ika"
yang artinya Berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal ini tercermin dalam
pembukaan UUD 1945, mencerminkan keberagaman budaya, suku
bangsa, dan agama di Indonesia.

Sampai pada tahap pembahasan pemilu, dalam UUD 1945
ditetapkan dasar untuk pelaksanaan pemilu secara demokratis.
Prinsip-prinsip demokrasi diatur dalam pasal-pasal yang berkaitan
dengan pemilihan umum dan kebebasan berpendapat. Jika ditarik
garis besarnya bahwa Konstitusi Indonesia adalah landasan hukum
dan moral bagi pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Adapun
perubahan atau amandemen yang dilakukan, hal tersebut sesuai



dengan mekanisme yang diatur dalam UUD 1945 untuk menjawab
dinamika dan perkembangan kebutuhan negara dan masyarakat.

C. Lembaga Pemerintahan

Lembaga pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi tiga
cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagaimana
yang diungkapkan oleh Montesque bahwasanya kekuasaan didalam
pemerintahan dibagi menjadi tiga yang dikenal dengan Trias Politica.
Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan
pada satu entitas, schingga sistem pemerintahan dapat berfungsi
dengan seimbang. Berikut adalah penjelasan dari eksekutif, legislatif
dan yudikatif :
¢ Eksekutif

- Fungsi Utama: Pelaksanaan kebijakan pemerintah dan
penegakan hukum.

- Pimpinan: Biasanya dikepalai oleh seorang kepala negara atau
kepala pemerintahan seperti presiden atau perdana menteri.

- Contoh Lembaga:

Di sebagian besar negara, lembaga eksekutif mencakup

kabinet menteri atau dewan menteri yang bertanggung jawab

atas berbagai portofolio atau departemen pemerintahan.
e Legislatif

- Fungsi Utama: Pembuatan undang-undang dan pengawasan
terhadap pemerintah.

- Pimpinan: Biasanya terdapat parlemen atau majelis legislatif
yang terdiri dari anggota yang dipilih oleh rakyat atau diwakili
oleh sejumlah wilayah tertentu.

- Contoh Lembaga:

Parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senat, atau

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di berbagai negara.
¢ Yudikatif

- Fungsi Utama: Penafsiran hukum dan penegakan keadilan.



- Pimpinan: Umumnya dikepalai oleh hakim tertinggi atau
kepala pengadilan tertinggi.

- Contoh Lembaga:
Pengadilan Konstitusi, Mahkamah Agung, dan pengadilan
tingkat rendah yang memutuskan berbagai jenis kasus hukum.

Setiap cabang memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri,
dan sistem ini dikenal sebagai prinsip pembagian kekuasaan (checks
and balances), yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan
kekuasaan dan memastikan bahwa setiap cabang memiliki
kemandirian dan otonomi dalam melaksanakan tugasnya.

Media dan Komunikasi Politik

Media dan komunikasi politik merupakan bagian integral dari
infrastruktur politik dalam suatu masyarakat. Infrastruktur politik
mencakup berbagai elemen dan lembaga yang mendukung sistem
politik suatu negara. Media dan komunikasi politik memiliki peran
penting dalam menyampaikan informasi politik, membentuk opini
publik, dan memfasilitasi interaksi antara pemerintah, partai politik,
dan masyarakat. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan
bagaimana media dan komunikasi polittk merupakan bagian dari
infrastruktur politik :

e Menyampaikan Informasi Politik: Media memberikan saluran
untuk menyampaikan informasi politik kepada masyarakat.
Berita, laporan, dan analisis politik disiarkan melalui berbagai
platform media seperti surat kabar, televisi, radio, dan media
online.

e Membentuk Opini Publik: Media memiliki pengaruh besar dalam
membentuk opini publik. Pemberitaan yang objektif atau
subjektif dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang isu-
isu politik, kandidat, atau partai politik.

e Kampanye Politik: Media digunakan sebagai alat utama dalam
kampanye politik. Calon politik menggunakan media untuk
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menyampaikan  pesan, mempromosikan kebijakan, dan
berkomunikasi dengan pemilih.

e Decbat Publik: Media memberikan platform untuk debat dan
diskusi politik. Pertemuan debat, wawancara, dan forum diskusi
di media membantu masyarakat memahami sudut pandang
berbagai pemimpin politik.

e Transparansi dan Akuntabilitas: Media berperan dalam
memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Melalui investigasi jurnalistik, media dapat mengungkap kasus-
kasus korupsi atau tindakan yang tidak etis dari pihak-pihak
politik.

e Pendidikan Politik: Media membantu dalam pendidikan politik
dengan menyediakan informasi tentang proses politik, struktur
pemerintahan, dan hak-hak warga negara.

e Peran Sosial: Media juga berfungsi sebagai sarana untuk
menyuarakan aspirasi dan kepentingan kelompok masyarakat
tertentu. Mereka dapat menjadi wadah bagi gerakan sosial atau
kelompok advokasi.

Dengan demikian, media dan komunikasi politik bukan hanya
sarana informasi, tetapi juga memegang peran penting dalam
membentuk dinamika polittk suatu negara dan menjaga
keseimbangan kekuasaan.

Tokoh Politik

Tokoh politik memainkan peran penting dalam membentuk,
mempengaruhi, dan menjalankan infrastruktur politik suatu negara.
Peran mereka melibatkan berbagai aktivitas dan tanggung jawab, dan
dapat mencakup aspek kepemimpinan, pembuatan kebijakan, dan
interaksi dengan masyarakat. Tokoh politik merupakan bagian dalam
infrastruktur politik. Mereka memiliki peran utama dalam beberapa
hal. Salah satunya yakni dalam kepemimpinan. Tokoh politik
diwajibkan mengambil keputusan strategis. Tokoh politik, terutama
mereka yang menempati posisi tinggi seperti presiden, perdana
menteri, atau kepala negara, memiliki peran dalam mengambil
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keputusan strategis untuk arah negara. Mereka membantu
merumuskan visi dan misi negara, membimbing arah pembangunan
dan perubahan politik.

Tokoh politik terlibat dalam merancang, mengusulkan, dan
menetapkan kebijakan publik dalam berbagai bidang, termasuk
ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Mereka pun memiliki
kewajiban dalam menentukan prioritas nasional dan mengalokasikan
sumber daya untuk mendukung kebijakan-kebijakan tersebut.
Dalam perannya di bidang internasional, para tokoh politik biasanya
mewakili negara di tingkat Internasional. Tokoh politik mewakili
negara dalam hubungan internasional bertujuan untuk melakukan
diplomasi, dan membangun kerjasama dengan negara-negara lain.
Hal tersebut berguna untuk membangun citra dan reputasi negara.
Melalui peran mereka di arena internasional, tokoh politik
berkontribusi dalam membangun citra dan reputasi negara di mata
dunia.

Sebagai tokoh politik mereka seharusnya bisa melakukan
Komunikasi Publik. Untuk bersentuhan dengan masyarakat dengan
melakukan komunikasi publik salah satunya adalah yang palingb
sederhana yaitu menyampaikan sebua visi dan misi. Tokoh politik
memiliki peran dalam menyampaikan pesan dan visi mereka kepada
masyarakat melalui berbagai platform, termasuk pidato, konferensi
pers, dan media sosial. Mereka berinteraksi dengan masyarakat
untuk memahami kebutuhan, aspirasi, dan masalah yang dihadapi
oleh warga negara. Selain itu mereka melakukan Partisipasi Politik
guna mengambil bagian dalam proses demokrasi. Tokoh politik
terlibat dalam pemilihan umum, kampanye politik, dan proses
demokrasi lainnya. Mereka juga bertangegung jawab kepada
konstituennya dan diharapkan untuk mewakili kepentingan
masyarakat.

Tokoh politik dapat memainkan peran dalam memastikan
penegakan hukum dan keadilan dalam sistem hukum negara. Salah
satunya melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap Pemerintah



harus dilakukan oleh tokoh politik. Tokoh politik yang tidak berada
di pemerintahan mungkin memainkan peran pengawasan untuk
memastikan akuntabilitas pemerintah. Salah satu hal yang sangat
penting yakni menyuarakan Kepentingan Masyarakat. Mereka dapat
menjadi juru bicara bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu
dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam proses
pengambilan keputusan.

Peran tokoh politik sangat kompleks dan bervariasi tergantung
pada tingkat pemerintahan dan posisi mereka. Dalam infrastruktur
politik suatu negara, kontribusi dan tanggung jawab tokoh politik
sangat berpengaruh terhadap arah dan keadaan politik negara
tersebut.

D.Hubungan Internasional dalam Infrastruktur Politik di
Indonesia

Dalam konteks infrastruktur politik di Indonesia, hubungan
internasional memainkan peran yang penting. Hubungan
internasional mencakup berbagai aspek, termasuk diplomasi,
kebijakan luar negeri, perdagangan internasional, dan kerjasama
internasional. Berikut beberapa poin yang menjelaskan bagaimana
hubungan internasional terkait dengan infrastruktur politik di
Indonesia :

e Diplomasi dan Kebijakan Luar Negeri

- Peran Pemerintah: Pemerintah Indonesia menggunakan
diplomasi sebagai alat untuk mempromosikan kepentingan
nasional di tingkat internasional. Hubungan diplomatik
dengan negara-negara lain menjadi bagian integral dari
infrastruktur politik.

- Kebijakan Luar Negeri: Kebijakan luar negeri Indonesia
mencakup aspek-aspek seperti perdamaian, keamanan,
kerjasama ekonomi, dan hak asasi manusia. Pemilihan mitra
kerja sama dan dukungan dari negara lain memengaruhi
dinamika politik di dalam negeri.
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e Perdagangan Internasional
Pengaruh ~ Ekonomi:  Hubungan internasional — melalui
perdagangan internasional dapat membentuk kebijakan ekonomi
di dalam negeri. Perjanjian perdagangan dan kerjasama ekonomi
dengan negara-negara lain dapat membantu atau menantang
kebijakan ekonomi dalam negeri.

e Kerjasama Internasional
Isu Global: Infrastruktur polittk di Indonesia mencakup
partisipasi dalam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN,
dan lainnya. Kerjasama di tingkat internasional dalam
menanggapi isu-isu global, seperti perubahan iklim, keamanan,
dan kesehatan, dapat memengaruhi kebijakan dalam negeri.

e Ketahanan Keamanan
Kerjasama Regional: Indonesia terlibat dalam kerjasama regional
untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Hubungan dengan
negara-negara tetangga melibatkan koordinasi kebijakan untuk
mengatasi masalah bersama seperti keamanan perbatasan,
terorisme, dan kejahatan lintas negara.

e Isu Lingkungan dan Keberlanjutan
Pengaruh Global: Isu lingkungan dan keberlanjutan menjadi
bagian penting dari agenda politik global. Kerjasama internasional
dalam hal ini dapat memengaruhi kebijakan lingkungan dan
keberlanjutan di Indonesia.

e Hak Asasi Manusia
Kritik dan Kerjasama: Hubungan internasional juga mencakup
sorotan terhadap situasi hak asasi manusia di Indonesia. Kritik
dari pihak internasional atau kerjasama dalam bidang ini dapat
membentuk respons dan perubahan kebijakan di tingkat nasional.

Penting untuk diingat bahwa hubungan internasional tidak
hanya memengaruhi kebijakan politik, tetapi juga memainkan peran
dalam membentuk citra dan reputasi negara di mata dunia.
Keseluruhan, hubungan internasional adalah bagian tak terpisahkan
dari infrastruktur politik Indonesia.
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Gab 4

Fungsi Legislatif dan
Eksekutif

A. Pendahuluan

Fungsi legislatif dan eksekutif dalam setiap sistem
pemerintahan merupakan dua pilar utama yang membentuk
landasan kekuasaan dan penyelenggaraan negara. Kedua fungsi ini
memiliki peran yang krusial dalam menjaga keseimbangan
kekuasaan, menjalankan kebijakan publik, serta mewujudkan tujuan-
tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan.

Fungsi legislatif, yang seringkali dilaksanakan oleh badan
legislatif atau parlemen, bertanggung jawab atas pembuatan undang-
undang, pengawasan terhadap pemerintah, dan mewakili
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kepentingan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi
lain, fungsi eksekutif, yang biasanya diemban oleh kepala
pemerintahan dan badan eksekutif, bertugas untuk menjalankan
kebijakan publik yang telah disahkan oleh badan legislatif, mengelola
administrasi negara, serta menegakkan hukum dan ketertiban.

Penyelenggaraan fungsi legislatif dan eksekutif seringkali
mengalami dinamika kompleks, di mana terdapat interaksi,
persaingan, dan ketergantungan antara kedua lembaga tersebut.
Pemahaman yang mendalam tentang peran, kewenangan, serta
hubungan antara legislatif dan eksekutif sangatlah penting dalam
konteks menjaga stabilitas politik, menciptakan kebijakan yang
efektif, dan memastikan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Pemahaman tentang fungsi legislatif dan eksekutif penting
karena keduanya merupakan komponen utama dari sistem
pemerintahan dalam berbagai negara.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa pemahaman tentang
fungsi keduanya sangatlah penting:

e Pembagian Kekuasaan: Di banyak sistem pemerintahan
demokratis, kekuasaan negara dibagi antara cabang eksekutif,
legislatif, dan yudikatif. Memahami peran dan fungsi masing-
masing cabang membantu masyarakat untuk memahami
bagaimana kekuasaan dijalankan dan diatur.

e Checks and Balances: Konsep "checks and balances" adalah
prinsip dasar dalam sistem pemerintahan demokratis. Cabang
legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling mengawasi satu sama lain
untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Memahami fungsi
legislatif dan eksekutif membantu mengidentifikasi bagaimana
mekanisme pengawasan dan keseimbangan tersebut beroperasi.

e Proses Pembuatan Kebijakan: Legislatif bertanggung jawab atas
pembuatan undang-undang dan kebijakan, sementara eksekutif
bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan menjalankan
pemerintahan sehari-hari. Memahami peran keduanya membantu



masyarakat untuk memahami bagaimana kebijakan dibuat,
dijalankan, dan dievaluasi.

e Partisipasi Demokratis: Memahami fungsi legislatif dan eksekutif
memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif
dalam proses politik. Dengan pemahaman yang baik, warga
negara dapat memberikan masukan dan melibatkan diri dalam
keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

e Akuntabilitas dan Transparansi: Pemahaman yang baik tentang
fungsi legislatif dan eksekutif memungkinkan masyarakat untuk
menilai kinerja pemerintah dan mewujudkan akuntabilitas.
Masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah menjalankan
tugasnya sesuai dengan harapan dan nilai-nilai demokratis.

Secara keseluruhan, pemahaman tentang fungsi legislatif dan
cksekutif merupakan aspek kunci dalam partisipasi politik yang
efektif dan dalam memastikan bahwa pemerintahan beroperasi
secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis.

B. Fungsi Legislatif

Fungsi legislasi adalah proses pembuatan, pengesahan, dan
perubahan undang-undang untuk mengatur kehidupan masyarakat
dalam suatu negara. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh badan
legislatif, yang merupakan salah satu dari tiga cabang kekuasaan
dalam sistem pemerintahan demokratis.

Berikut adalah beberapa fungsi utama dari badan legislatif:

e Pembuatan Undang-Undang: Badan legislatif bertanggung jawab
untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang yang
mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.

e Pengawasan Pemerintah: Legislatif mempunyai peran dalam
mengawasi kegiatan eksekutif (pemerintah). Ini termasuk
memeriksa  program-program  pemerintah,  mengajukan
pertanyaan kepada pejabat pemerintah, dan menyelidiki tuduhan
pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan.



Menyediakan Dana Publik: Badan legislatif juga bertanggung
jawab untuk menyetujui anggaran negara dan mengontrol
pengeluarannya.
Mengatur Hubungan Luar Negeri: Legislatif dapat memiliki peran
dalam meratifikasi perjanjian internasional, menyusun kebijakan
luar negeri, dan memeriksa kebijakan eksternal pemerintah.
Mewakili Kepentingan Publik: Legislatif harus mewakili
kepentingan masyarakat yang beragam dalam proses pembuatan
kebijakan.

Sumber kekuasaan legislatif bervariasi tergantung pada

struktur pemerintahan suatu negara. Namun, dalam banyak sistem

pemerintahan demokratis, sumber kekuasaan legislatif meliputi:

Konstitusi: Dokumen konstitusi negara menetapkan struktur dan
kewenangan badan legislatif serta prosedur pembuatan undang-
undang,.

Pemilihan Umum: Legislatif sering kali dipilih oleh rakyat melalui
pemilihan umum.

Kekuasaan Hukum: Badan legislatif memiliki kekuasaan untuk
membuat undang-undang yang mengikat semua warga negara,
dan hukum tersebut harus ditaati.

Kontrol Publik: Legislatif dapat menerima masukan dan tekanan
dari masyarakat umum, kelompok kepentingan, dan lembaga-
lembaga lain dalam membuat keputusan.

Separasi ~ Kekuasaan: ~ Prinsip  pemisahan  kekuasaan
memungkinkan badan legislatif untuk menjalankan peran dan
fungsi mereka secara independen dari cabang eksekutif dan
yudikatif pemerintah.Legislatif memiliki peran yang krusial dalam
sebuah negara demokratis.

Berikut adalah beberapa peran utama dari lembaga legislatif:

Pembuatan Undang-Undang: Peran paling mendasar dari
lembaga legislatif adalah pembuatan undang-undang. Anggota
legislatif ~ membuat, meninjau, memperdebatkan, dan
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mengesahkan undang-undang yang membentuk kerangka hukum
suatu negara.

Pengawasan Terhadap Pemerintah: Legislatif bertanggung jawab
untuk mengawasi kegiatan pemerintah dan eksekutif. Hal ini
termasuk  memeriksa  kebijakan, mengawasi pengeluaran
anggaran, dan menjamin bahwa pemerintah bertindak sesuai
dengan hukum serta kepentingan masyarakat.

Representasi Rakyat: Legislatif berfungsi sebagai wakil rakyat
dalam proses pengambilan keputusan. Anggota legislatif
memperjuangkan kepentingan konstituennya, menyuarakan
aspirasi masyarakat, dan menjadi perantara antara pemerintah dan
rakyat.

Pembentukan Kebijakan Publik: Melalui debat dan diskusi di
dalam lembaga legislatif, kebijakan-kebijakan publik dirumuskan
dan direvisi. Legislatif memiliki peran penting dalam menentukan
arah kebijakan negara dalam berbagai bidang, seperti ekonomi,
pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Penganggaran dan Kontrol Keuangan: Legislatif menyetujui
anggaran negara dan mengawasi penggunaannya. Mereka
memastikan bahwa dana publik dialokasikan secara efisien,
transparan, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan dan prioritas
masyarakat.

Pendidikan Politik: Legislatif juga berperan dalam memberikan
pendidikan politik kepada masyarakat. Melalui proses-proses
legislasi yang terbuka dan transparan, masyarakat dapat
memahami lebih baik tentang proses politik, hak-hak dan
kewajiban mereka sebagai warga negara, serta pentingnya
partisipasi dalam pemerintahan demokratis.

Menciptakan Keseimbangan Kekuasaan: Legislatif berkontribusi
dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang
pemerintahan. Mereka memberikan kontrol dan keseimbangan
terhadap kekuasaan eksekutif dan yudikatif, sehingga mencegah
terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

211



Peran-peran tersebut menjadikan lembaga legislatif sebagai
salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan demokratis yang
efektif dan berkelanjutan.

C. Fungsi Eksekutif

Fungsi eksekutif merujuk pada kumpulan proses kognitif yang
terlibat dalam pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan
pengaturan  perilaku  yang  kompleks. Fungsi  eksekutif
memungkinkan seseorang untuk mengatur pikiran dan tindakan
mereka sesuai dengan tujuan dan lingkungan yang berubah.

Fungsi eksekutif adalah seperangkat proses kognitif yang
mengatur, mengelola, dan mengarahkan perilaku, pemikiran, serta
emosi seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Eksekutif
merupakan salah satu cabang pemerintahan dalam sistem
demokratis yang memiliki fungsi-fungsi utama dalam menjalankan
kebijakan negara dan mengelola pemerintahan secara efektif.
Berikut adalah beberapa fungsi eksekutif:

e Peclaksanaan Kebijakan: Fungsi utama dari cabang eksekutif
adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah disetujui
oleh lembaga legislatif. Ini termasuk mengimplementasikan
undang-undang, program-program pemerintah, dan keputusan-
keputusan administratif.

e Kepemimpinan Pemerintahan: Pemimpin eksekutif, seperti
presiden, perdana menteri, atau kepala negara lainnya, memimpin
pemerintahan dalam menetapkan agenda, mengoordinasikan
kebijakan, dan mengambil keputusan strategis untuk negara.

e Penyusunan Anggaran: Cabang eksekutif memiliki peran dalam
penyusunan anggaran negara. Mereka menyusun rencana
anggaran dan mengajukannya kepada lembaga legislatif untuk
disetujui, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan
pengawasan pelaksanaan anggaran tersebut.

e Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri: Eksekutif bertanggung
jawab atas hubungan luar negeri dan kebijakan luar negeri negara.
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Mereka menjalankan diplomasi, menegosiasikan perjanjian
internasional, dan mewakili negara di forum-forum internasional.

e Pengawasan Administrasi Publik: Cabang eksekutif memiliki
tanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola administrasi
publik. Mereka memastikan bahwa birokrasi pemerintahan
berfungsi efisien, transparan, dan akuntabel dalam memberikan
layanan kepada masyarakat.

e Keamanan dan Pertahanan: Eksekutif bertanggung jawab atas
keamanan dan pertahanan negara. Mereka menjaga kedaulatan
negara, melindungi wilayahnya dari ancaman baik dari dalam
maupun dari luar, serta memastikan keamanan warga negara dan
keamanan nasional secara umum.

e Penegakan Hukum dan Keadilan: Cabang eksekutif memiliki
peran dalam penegakan hukum dan keadilan. Mereka
menjalankan kebijakan penegakan hukum, mengejar pelanggar
hukum, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai
dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Fungsi-fungsi ini memberikan fondasi bagi cabang eksekutif
untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam mengelola negara dan
mewujudkan  tujuan-tujuan  pemerintahan  sesuai  dengan
kepentingan publik dan prinsip-prinsip demokrasi.

D. Dinamika Fungsi Legislatif dan Eksekutif

Dinamika antara fungsi legislatif dan eksekutif merupakan
inti dari sistem pemerintahan demokratis di banyak negara di seluruh
dunia. Keduanya memainkan peran yang berbeda namun saling
terkait dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya.
Dinamika antara fungsi legislatif dan eksekutif dapat juga dilihat dari
fungsi masing-masing.

Fungsi Legislatif sebagai pembuat undang-undang adalah
membuat atau memodifikasi undang-undang yang sudah ada. Proses
ini melibatkan penyusunan, pembahasan, dan pengesahan rancangan
undang-undang. Legislatif juga berperan dalam mengawasi kegiatan
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cksekutif, termasuk penggunaan keuangan publik, kebijakan
pemerintah, dan tindakan eksekutif lainnya. Pengawasan ini
dilakukan melalui pertanyaan, penyelidikan, dan mekanisme lainnya.
Selain itu juga legislatif merupakan forum di mana wakil rakyat
dipilih untuk mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat. Mereka
bertindak sebagai suara publik dan bertanggung jawab atas
mewujudkan kepentingan konstituen mereka.

Fungsi eksekutif adalah menjalankan kebijakan dan program
yang telah ditetapkan oleh legislatif. Ini meliputi pelaksanaan
undang-undang, pengelolaan keuangan negara, dan administrasi
publik secara umum. Meskipun legislatur membuat undang-undang,
cabang cksekutif memiliki peran dalam merumuskan kebijakan
publik. Hal ini meliputi penyusunan anggaran, inisiatif kebijakan,
dan pengambilan keputusan strategis. Kepala cksekutif, seperti
presiden atau perdana menteri, biasanya dianggap sebagai pemimpin
nasional yang bertanggung jawab atas arah dan keberhasilan
pemerintahan secara keseluruhan.

Dinamika antara kedua fungsi tersebut dapat dilihat melalui

proses :

e Check and Balance:
Dalam sistem demokratis yang sehat, fungsi legislatif dan
cksekutif saling mengawasi satu sama lain untuk mencegah
penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip check and balance
memastikan bahwa tidak ada cabang pemerintahan yang memiliki
kekuasaan absolut.

e Kolaborasi dan Konflik:
Terkadang, ada kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif
untuk mencapai tujuan bersama. Namun, juga sering terjadi
konflik antara keduanya, terutama ketika ada perbedaan dalam
pandangan politik atau kepentingan.

e Negosiasi Kebijakan:
Proses legislasi sering melibatkan negosiasi antara kedua cabang
pemerintahan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima
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oleh semua pihak. Ini bisa melibatkan kompromi dan perubahan
dalam rancangan undang-undang,.

Dinamika antara fungsi legislatif dan eksekutif dapat sangat
bervariasi tergantung pada struktur pemerintahan dan konteks
politik dari suatu negara.

E. Dampak Fungsi Legislatif dan Eksekutif Terhadap
Kebijakan dan Pengelolaan Negara

Fungsi legislatif dan eksekutif memiliki dampak yang
signifikan terhadap proses pembuatan kebijakan dan pengelolaan
negara secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak utama
dari kedua fungsi tersebut:

e Pembuatan Kebijakan:
Fungsi legislatif bertanggung jawab atas pembuatan undang-
undang dan kebijakan publik. Badan legislatif memainkan peran
penting dalam merumuskan, merevisi, dan menyetujui undang-
undang yang mencerminkan kepentingan masyarakat. Legislatif
juga dapat memperkenalkan inisiatif legislatif untuk mengatasi
masalah-masalah yang dihadapi oleh negara.
Fungsi eksekutif melibatkan pelaksanaan kebijakan publik yang
telah disahkan oleh badan legislatif. Eksekutif, yang dipimpin
oleh kepala pemerintahan, memiliki peran penting dalam
menerapkan undang-undang, mengelola administrasi negara, dan
mengeksekusi kebijakan yang telah ditetapkan.

e Dinamika Kebijakan:
Interaksi antara fungsi legislatif dan eksekutif mempengaruhi
dinamika pembuatan kebijakan. Kedua lembaga ini dapat saling
mempengaruhi melalui proses legislasi, negosiasi, dan kompromi.
Terdapat situasi di mana legislatif dan eksekutif memiliki
kepentingan yang berbeda, dan hal ini dapat menghasilkan
konflik atau kolaborasi dalam pembuatan kebijakan.
Negosiasi antara legislatif dan eksekutif sering kali diperlukan
untuk mencapai kesepakatan yang memadai dalam pembentukan
kebijakan. Keterlibatan kedua lembaga ini juga memastikan
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bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan keragaman
kepentingan masyarakat serta memperhitungkan berbagai
perspektif.
e Akuntabilitas dan Transparansi:

Fungsi legislatif dan eksekutif juga penting dalam menjaga
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan negara. Badan
legislatif memiliki peran pengawasan terhadap kinerja eksekutif,
termasuk penggunaan anggaran dan implementasi kebijakan.
Oleh karena itu, interaksi antara kedua lembaga ini membantu
menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik.
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Gab 5

Perkembangan Partai
Politik Di Indonesia

A. Partai Politik

Menurut pendapat Max Weber (Maran, 2001 : 22)
mengutarakan pengertian daripada politik sebagai berikut : “Politik
adalah sarana perjuangan untuk bersama-sama melaksanakan politik,
atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan,
baik di antara negara maupun diatara kelompok-kelompok di dalam
suatu negara. Manusia adalah “political animal”, menurut Aristoteles
lebih dari dua ribu tahun yang lalu. Di dalam setiap masyarakat,
kekurangan sumber daya yang bernilai memaksa orang untuk
bermain politik, untuk menentukan siapa memperoleh apa, kapan,
dan bagaimana (Lasswell, 1936). Politik adalah salah satu tipe
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interaksi manusia yang melibatkan suatu partai politik yang
memperoleh dan menjalankan kekuasaan atas yang lainnya. Jika
diserahkan kepada individu-individu sendiri, politik dapat menjadi
suatu permainan yang buruk, dengan pemainpemain yang mencoba
saling mencekik untuk melindungi kepentingan mereka masing-
masing.

Peranan partai politik sangat berpengaruh terhadap kondisi
serta masa depan bangsa, karena lewat hasil daripada pemilu tersebut
akan menghasilkan kepemimpinan yang baru, yang dipilih lewat
pemilihan umum. Makna daripada demokratisasi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara adalah salah satunya dengan
penyelenggaraan pemilihan umum yang akan mengantarkan suatu
bangsa kepada kepemimpinan serta pemerintahan yang baru, dengan
harapan bahwa pemerintahan yang baru tersebut akan memberikan
perbaikan kehidupan disegala bidang. Dengan demikian maka
perubahan arah kebijakan bangsa dan negara tersebut, tidak terlepas
daripada peranan partaipartai politik yang mengisi pesta demokrasi
rakyat tersebut dengan sejumlah visi dan misi partai yang bervariasi
sesuai dengan ideologi yang mereka anut. Seiring dengan konsep
demokrasi, maka parlemen menjadi badan yang memiliki hak
menyelenggarakan kedaulatan rakyat dengan jalan menentukan
kebijakan umum. Dan menyajikannya dalam bentuk konstitusi, yang
pada awalnya hanya mempunyai konstribusi hak privilege atau
jaminan hidup sehingga pada gilirannya dapat membatasi
manggerakan Raja dalam menjalankan roda pemerintahannya.
Dengan demikian partai politik, sangat memegang peranan penting
di dalam parlemen atau lembaga legsilatif yang nantinya secara
bersama-sama dengan lembaga eksekutif akan menentukan arah dan
tujuan suatu negara. Setiap partai politik akan membawa visi dan
misi serta idealisme mereka dalam menarik simpati rakyat, dengan
demikian diharapkan akan mendapat dukungan yang banyak dari
rakyat. Dengan demikian akan dengan lancar memperoleh jabatan-
jabatan dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat dalam rangka
peranannya dalam sebuah negara demokrasi, yang akan memberikan
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perubahan sosial dan pandangan politik rakyat dengan keberadaan
partai politik. (Muh. Jafar AW, 2017)

B. Karakter Partai Politik di Indonesia

Partai politik juga memiliki beberapa karakteristik yang dapat

membedakannya dari organisasi lain. Beberapa karakteristik tersebut

antara lain:

Memiliki tujuan politik Bersama

Partai politik memiliki tujuan politik bersama yang menjadi
landasan ideologis dan program politik mereka. Tujuan politi ini
dapat berupa visi politik, gagasan-gagasan politik, serta tuntutan-
tuntutan politik tertentu.

Berbasis dukungan Masyarakat

Partai  polittk memperoleh dukungan masyarakat untuk
memperjuangkan tujuan politik mereka. Dukungan masyarakat
ini dapat berupa dukungan secara langsung seperti dalam
pemilihan umum, maupun dukungan secara tidak langsung
melalui partisipasi dalam kegiatan partai.

Beranggotakan orang-orang dengan kepentingan politik serupa
Partai politik terdiri dari orang-orang dengan kepentingan politik
serupa dan memiliki pandangan politik yang relatif sama.
Kepentingan politik ini dapat berasal dari kelompok sosial,
agama, ideologi politik, atau kepentingan ekonomi.

Terorganisir secara hierarkis

Partai politik memiliki struktur organisasi yang terorganisir secara
hierarkis, dimana kekuasaan dan tanggung jawab terbagi di antara
para anggota partai. Struktur organisasi ini dapat berupa
kepengurusan partai, fraksi, atau cabang partai di wilayah tertentu.
Mengikuti aturan hukum dan demokrasi

Partai politik mengikuti aturan hukum dan demokrasi yang
berlaku dalam sistem politik negara. Partai politik harus tunduk
pada undang-undang dan regulasi negara serta harus mematuhi
nilai-nilai demokrasi seperti hak asasi manusia, kebebasan
berpendapat, dan partisipasi politik.
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Dalam menjalankan fungsinya, partai politik dapat mengambil

beberapa strategi dan taktik politik. Beberapa strategi dan taktik
politik yang umum digunakan oleh partai politik antara lain

kampanye politik, lobbying, koalisi politik, dan gerakan sosial politik.
(Hasruddin Nur, 2023)
Secara khusus partai politik memilik karakteristis sebagai:

Ideologi: Partai politik biasanya didasarkan pada ideologi tertentu
seperti liberalisme, konservatisme, sosialisme, atau nasionalisme.
Tujuan dan Visi: Partai politik memiliki tujuan dan visi tertentu
untuk mewakili kepentingan masyarakat dan mencapai tujuan
politik yang diinginkan.

Organisasi: Partai politik terdiri dari struktur organisasi yang
terorganisir, seperti anggota partai, dewan pengurus, dan
pimpinan partai.

Anggota dan Dukungan: Partai politik memiliki anggota yang
mewakili kepentingan masyarakat, dan juga mendapat dukungan
dari kelompok tertentu.

Manifesto: Partai politik memiliki manifesto yang merangkum
tujuan dan visi partai serta rencana aksi untuk mencapainya.
Pemimpin: Partai politik dipimpin oleh seseorang atau kelompok
yang memimpin partai dan bertanggung jawab atas keputusan dan
arah partai.

Kompetisi: Partai politik bersaing satu sama lain untuk
memenangkan dukungan dan mendapatkan posisi  di
pemerintahan.

Representasi:  Partai  politik  bertujuan  untuk  mewakili
kepentingan masyarakat dan menjadi suara bagi warga negara di
dalam sistem politik.

Akuntabilitas: Partai politik harus bertanggung jawab atas
tindakan dan keputusan yang diambil oleh para anggota dan
pemimpin partai.
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Partisipasi: Partai politik memberikan kesempatan bagi warga
negara untuk berpartisipasi dalam politik dan mempengaruhi
kebijakan publik. (Hasruddin Nur, 2023)

C. Peran dan Fungsi dari Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang dibentuk untuk

memengaruhi proses polittk dan memperjuangkan kepentingan

politik masyarakat melalui proses demokrasi. Peranan dan fungsi
partai politik dalam sistem politik adalah sebagai berikut:

Mewakili kepentingan polittk masyarakat: Partai politik
memperjuangkan kepentingan politik masyarakat melalui jalur
politik yang demokratis. Partai politik merupakan alat yang dipilih
oleh masyarakat untuk mengartikulasikan —aspirasi dan
kepentingannya.

Menyediakan alternatif pemimpin dan program politik: Partai
politik menyediakan pilihan alternatif pemimpin dan program
politik yang berbeda untuk dipilih oleh masyarakat. Hal ini
memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin dan
program yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.
Menjalin hubungan dengan masyarakat: Partai politik dapat
menjalin hubungan dengan masyarakat untuk memperjuangkan
kepentingan politik mereka. Partai politik dapat melakukan
kampanye, melakukan sosialisasi politik, dan berkomunikasi
dengan masyarakat untuk meningkatkan dukungan politik.
Mengawasi kebijakan pemerintah: Partai polittk memainkan
peran penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan
mengevaluasi  kinerja pemerintah. Partai polittk  dapat
mengevaluasi kebijakan pemerintah dan memberikan umpan
balik kepada pemerintah.

Membantu menjaga stabilitas politik: Parpo dapat membantu
menjaga  stabilitas  polittk  dan = demokrasi  dengan
memperjuangkan kepentingan politik masyarakat melalui proses

politik yang demokratis. Partai politik dapat memastikan bahwa
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masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan partisipasi
politik yang layak.

Membangun sistem politik yang sehat: Partai politik dapat
membantu membangun sistem politik yang sehat dan transparan
melalui proses politik yang demokratis. Partai politik dapat
menumbuhkan partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat
dalam proses politik.

Menyampaikan aspirasi politik: Parpol juga berfungsi sebagai
sarana untuk menyampaikan aspirasi politik masyarakat kepada
pemerintah. Partai politik dapat membawa aspirasi politik
tersebut dalam forum politik dan berusaha memperjuangkan
kepentingan tersebut melalui proses politik yang demokratis.
Menjalin kerja sama dengan partai politik lain: Partai politik juga
berfungsi dalam menjalin kerja sama dengan parpol lainnya untuk
memperjuangkan kepentingan politik publik. Melalui kerja sama

ini, partai politik dapat memperkuat dukungan politik dan

bl

memperjuangkan kepentingan politik bersama-sama.
Meningkatkan partisipasi politik: Partai politik dapat memperkuat
partisipasi politik masyarakat dengan memberikan wadah untuk
berpartisipasi dalam proses politik. Partai politik dapat
memberikan akses terhadap informasi politik dan mengajak
masyarakat untuk terlibat dalam proses politik yang demokratis.
Membantu menjaga demokrasi: Partai politik juga berfungsi
untuk membantu menjaga demokrasi dan menghindari
pengambilan keputusan politik yang otoriter. Partai politik dapat
memastikan bahwa proses politik berjalan dengan transparan dan
akuntabel serta menghindari adanya upaya-upaya pengambilan
keputusan yang otoriter.

Secara keseluruhan, partai politik memainkan peran penting

dalam sistem politik karena dapat memperjuangkan kepentingan

politik masyarakat, menyediakan alternatif pemimpin dan program

politik, menjalin hubungan dengan masyarakat, mengawasi

kebijakan pemerintah, membantu menjaga stabilitas politik,

membangun sistem politik yang sehat, menyampaikan aspirasi
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politik, menjalin kerja sama dengan partai politik lain, meningkatkan
partisipasi politik, dan membantu menjaga demokrasi. (Hasruddin
Nur, 2023)
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